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ABSTRAK
Penyimpangan dalam penggunaan kartu kredit itu dapat dibedakan berdasarkan perilakunya, yaitu : Penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit; Penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha.Upaya bank untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan baik yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit maupun pengusaha, antara lain adalah : Untuk mengatasi penggunaan kartu kredit yang melampaui credit limit yang dilakukan dengan transaksi di bawah floor limit, maka penerbit (bank) untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit agar tidak menggunakan kartu kredit yang melampaui credit limit, meskipun pemegang kartu kredit mempunyai dana yang cukup.
 Apabila pelanggaran atas credit limit tersebut tetap dilakukan meskipun peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali, maka issuer (bank) dapat membatalkan kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar hitam dan pemegang kartu kredit berkewajiban melunasi segala kewajibannya yang belum lunas; Untuk mengatasi seringnya pemegang kartu kredit terlambat dalam membayar tagihan rekeningnya, penerbit (bank) akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit.dengan memberikan denda atas keterlambatan membayar rekening; Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan pengusaha melakukan pemberian harga yang lebih tinggi pada pemegang kartu kredit adalah : Bank untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pengusaha agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar tersebut. 
Apabila perbuatan pemecahan transaksi masih tetap dilakukan oleh pengusaha, maka penerbit (bank) selanjutnya akan memberikan sanksi. Upaya terakhir yang dilakukan oleh penerbit (bank) adalah pembatalan/pemutusan perjanjian. Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan pengusaha melakukan penggandaan sales draft atau transaksi fiktif adalah : Bank akan memberikan peringatan kepada pengusaha dan disertai dengan pemberian sanksi yaitu akan menolak pembayaran transaksi fiktif jika tagihan transaksi fiktif tersebut belum dibayar oleh penerbit. Jika tagihan transaksi fiktif tersebut sudah terlanjur dilunasi oleh penerbit dan masuk dalam rekening tagihan pemegang kartu kredit yang nama dan nomor kartu kredit nya digunakan dalam transaksi fiktif tersebut, maka penerbit (bank) akan memotong/menagih kembali tagihan yang telah dilunasi oleh penerbit. 
Bentuk perlindungan hukum bagi pengusaha apabila terjadi penundaan pencairan sales draft di luar kesalahan pengusaha. Perlindungan hukum bagi pengusaha sehubungan dengan masalah di atas, pengusaha dapat menyatakan bahwa penerbit wanprestasi karena tidak membayar tagihan atas transaksi yang sah, dimana pengusaha dalam melakukan transaksi tersebut telah melakukan kewajibannya dengan benar. Berdasarkan keadaan tersebut, maka pengusaha berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penolakan pencairan sales draft. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penerbitan Kartu Kredit, Masalah Yang Ditimbulkan.
ABSTRACT
Irregularities in the use of credit cards that can be distinguished based on their behavior, namely: Irregularities committed by the holder of the credit card. The efforts irregularities committed by the bank to address a variety of irregularities committed by the credit card holder or employers, such as: To overcome the use of credit cards that exceed the credit limit with a transaction conducted under the floor limit, the issuer (bank) for the first time will give a warning to credit card holders not to use credit cards that exceed the credit limit, even though the cardholders have sufficient funds. 

If the violation of the credit limit is still being done despite warnings were given three times, then the issuer (the bank) can cancel the card and put it into the black list and credit card holders are obliged to pay off all the outstanding obligations; To cope with the credit card holders often late in paying bills account, the issuer (the bank) will alert the cardholder credit. With provide penalties for late paying accounts; Actions or steps taken by the bank to cope with the entrepreneur's action of granting a higher price on the credit card holder is: Bank for the first time will give a warning to employers to refrain from actions that violate them.
If the transaction is still breaking acts committed by employers, then the issuer (the bank) will further sanction. Recent efforts made ​​by the issuer (the bank) is the cancellation / termination of the agreement. Actions or steps taken by the bank to address the actions the employer conducts doubling sales draft or fictitious transaction are: Bank will give a warning to businessmen and accompanied by sanctions that will refuse payment if the bill transaction fictitious transactions that have not been paid by the issuer. If the bill is fictitious transactions had already been settled by the issuer and the bills are included in the credit card holder's name and his credit card number used in the fictitious transactions, the issuer (the bank) will cut / charge back bill that has been paid by the issuer.

Form of legal protection for employers in the event of delays are outside sales draft mistakes entrepreneurs. Legal protection for employers in connection with the above, the employer can state that the issuer in default for not paying a bill on legal transactions, in which employers, in the transaction have done his duty properly. Under these circumstances, the employer is entitled to claim compensation for losses resulting from liquefaction rejection sales draft. This is in accordance with the provisions of Article 1239 of the Civil Code.

Keywords:  Legal Protection, Credit Card Issuance, the problems posed.
1. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi dewasa ini yang dikenal dengan abad informasi dan globalisasi telah memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan perdagangan. Dalam dunia perekonomian yang serba maju, secara psikologis berpengaruh pula pada pola pemikiran pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi perdagangan. Para pengusaha serta masyarakat semakin enggan membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar dan lebih senang menggunakan alat pembayaran secara kredit untuk membayar segala keperluan akan barang dan jasa.

Salah satu jenis alat pembayaran kredit yang akhir-akhir ini sangat popular dan disenangi masyarakat adalah Kartu Kredit (Credit Card), misalnya kartu kredit yang diterbitkan oleh PANIN  yang berupa PANIN  Card, Visa Card, Master Card dan lainnya. Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit ini merupakan instrument untuk berbelanja di toko-toko, restoran, hotel, tempat hiburan dan lain-lain, atau pada perusahaan yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit, maka hal ini sama artinya pembayaran dengan uang tunai.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan kartu kredit terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu Penerbit (issuer), Pemegang Kartu Kredit (card holder) dan Pengusaha (Merchant). Sehingga dengan demikian nantinya akan terjadi tiga hubungan hukum yaitu antara Penerbit (issuer) dengan Pemegang Kartu Kredit (card holder), antara Penerbit (issuer) dengan Pengusaha (Merchant) dan antara Pemegang Kartu Kredit (card holder) dengan Pengusaha (Merchant).

Dengan adanya hubungan  hukum seperti tersebut di atas, maka terjadi suatu perikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana terikatnya satu pihak dengan pihak yang lain diawali dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat para pihak harus tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUH Perdata. Menurut pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat-syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian yaitu :

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal

Sehingga dengan adanya perjanjian tersebut di atas, akan menimbulkan perlindungan hukum terhadap para pihak.

2. PERUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimanakah penyimpangan yang terjadi dalam praktek ?

2. Bagaimana upaya penyelesaian bank untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan baik yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit maupun pengusaha ?

3. Bagaimana pula bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penerbitan kartu kredit dan masalah-masalah yang timbul ?

3.  METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :
1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu PANIN  Cabang Samarinda.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :
a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan
Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi
Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang penerbitan kartu kredit dan perlindungan hukumnya terhadap para pihak.

Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan, data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder.

1) Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa hasil observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, yaitu : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Area Samarinda, Kontraktor Pelaksana Pelebaran dan Semenisasi Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, Masyarakat Pengguna Jalan yang melintas di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda.

2) Data Sekunder, adalah sumber data yan peneliti butuhkan diperoleh dari buku-buku, literatur, dan website/situs online. 

4. ANALISIS DATA

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif
5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Praktek 
Dalam perjanjian kartu kredit (credit card) yang terjadi antara penerbit (issuer) dengan pemegang kartu kredit (card holder) maupun antara penerbit (issuer) dengan pengusaha(merchant) telah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak seperti yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.7)
Perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan masalah. Hal ini merupakan suatu harapan bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam praktek, seseorang selalu ingin memenuhi dan mementingkan diri sendiri, maka orang tersebut akan melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain meskipun tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Hal ini bisa juga terjadi pada perjanjian kartu kredit.
Dalam peredaran dan penggunaan kartu kredit di masyarakat sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak baik yang disengaja maupun tidak, dan dapat merugikan pihak lain. Penyimpangan dalam penggunaan kartu kredit itu dapat dibedakan berdasarkan perilakunya, yaitu :
1. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit

a. Penggunaan kartu kredit yang melampaui credit limit yang dilakukan dengan transaksi di bawah floor limit.

Bentuk penyimpangan ini dilakukan oleh pemegang kartu kredit dengan cara melakukan transaksi di bawah floor limit sehingga tidak memerlukan otorisasi. Dan ini dilakukan berkali-kali hingga melebihi credit limit atau batas credit maksimum dalam satu masa penagihan (satu bulan). Pengusaha  dalam hal ini tidak akan pernah mengetahui bahwa telah terjadi over limit dari credit card pemegang. Contohnya : A sebagai pemegang kartu kredit memperoleh credit limit sebesar Rp. 25.000.000,- setiap hari dalam jangka waktu sebulan dapat melakukan transaksi dengan pengusaha, tetapi transaksi yang dilakukannya sebatas floor limit misal pengusaha memberikan floor limit sebesar Rp. 250.000,- setiap hari selalu berbelanja maka pada akhir bulan setelah dihitung akan terjadi pembengkakan credit limit dari Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 30.750.000,- sehingga terjadi over limit.

Hal ini dikarenakan :

I. Transaksi pemegang kartu kredit (card holder) adalah sah, dapat dikatakan sah karena :

i. Kartu card holder adalah kartu yang dikeluarkan oleh penerbit (tidak palsu);

ii. Nomor kartu kredit tidak tercantum dalam daftar hitam;

iii. Tanda tangan pemegang kartu kredit sesuai dengan yang tertera pada kartu atau pemegang kartu kredit adalah orang yang berhak menggunakan kartu kredit tersebut.
iv. Transaksi pemegang kartu kredit di bawah floor limit, sehingga tidak diperlukan otorisasi dan pengusaha tidak berhubungan dengan penerbit.

b. Pembayaran tagihan oleh pemegang kartu kredit yang tidak tepat waktu (tunggakan pembayaran)

Pada saat pemegang kartu kredit melakukan pembelian atau pengambilan cash advances, informasinya disampaikan dan dibukukan pada processing center. Biaya bulanan kepada pemegang kartu kredit akan dikirimkan rekening tagihan kartu kredit yang berisi aktifitas transaksi pembelian beserta nilainya, nama pengusaha, jumlah cash advances beserta biaya administrasinya. penerbit memperhatikan pemegang kartu kredit yang melunasi tagihan rekeningnya dalam jangka waktu yang ditetapkan, karena hal tersebut sangat mempengaruhi pihak penerbit dalam penilaian kredibilitas pemegang kartu kredit. Bagi pemegang kartu kredit yang selalu melunasi tagihannya dengan memuaskan atau tepat waktu, kredibilitasnya akan baik dan biasanya penerbit akan memberikan fasilitas-fasilitas misalnya memberikan pembebasan biaya kartu, pemberian kenaikan credit limit.

Keterlambatan pembayaran hutang oleh pemegang kartu kredit ini selain karena faktor kesengajaan juga karena kelalaian pemegang kartu kredit. Kelalaian dalam pembayaran dapat terjadi karena pemegang kartu kredit berpergian dalam waktu yang lama, sehingga pemegang kartu kredit  lupa untuk mengisi rekeningnya. 
Perbuatan pemegang kartu kredit ini merupakan wanprestasi karena pemegang kartu kredit tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan. Dalam hal ini penerbit akan menyampaikan rekening-rekening bulanan kepada pemegang kartu mengenai semua transaksi dan setiap rekening harus dibayar lunas seluruh jumlah tagihannya selambat-lambatnya pada waktu jatuh tempo dari bulan penagihan. Kewajiban pemegang kartu kredit yang tidak menyampaikan dana inilah yang menyebabkan adanya wanprestasi dari pemegang kartu kredit.
B. Upaya Penyelesaian Bank Untuk Mengatasi Berbagai Macam Penyimpangan Baik Yang Dilakukan Oleh Pemegang kartu kredit (Card Holder) Maupun Pengusaha (Merchant)

Mengenai upaya bank untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan baik yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit  maupun pengusaha, antara lain adalah :

1. Upaya yang dilakukan bank dalam menanggulangi penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit

a. Untuk mengatasi penggunaan kartu kredit yang melampaui credit limit yang dilakukan dengan transaksi di bawah floor limit, tindakan yang dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut :

i. penerbit (bank) untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit  agar tidak menggunakan kartu kredit yang melampaui credit limit, meskipun pemegang kartu kredit mempunyai dana yang cukup.
ii. Apabila pelanggaran atas credit limit tersebut tetap dilakukan meskipun peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali, maka penerbit (bank) dapat membatalkan kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar hitam dan pemegang kartu kredit berkewajiban melunasi segala kewajibannya yang belum lunas.

Tetapi sampai sejauh ini belum pernah ada gugatan wanprestasi yang diajukan penerbit (bank) ke Pengadilan Negeri apabila pemegang kartu kredit  tidak mampu melunasi tagihan penerbit akibat over limit yang telah dilakukan, karena penyelesaian akan berhasil secara kekeluargaan dan musyawarah.

b. Untuk mengatasi seringnya pemegang kartu kredit  terlambat dalam membayar tagihan rekeningnya, ada beberapa cara yang dilakukan oleh bank yaitu :

i. penerbit (bank) akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit.
ii. Pemberian peringatan penerbit (bank) kepada pemegang kartu kredit tersebut dilakukan dengan memberikan denda atas keterlambatan membayar rekening. Namun apabila pemegang kartu kredit tetap terlambat melakukan pembayaran rekening walaupun peringatan dengan denda telah diberikan hingga beberapa kali dan penunggakan pembayaran rekening telah lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo, maka penerbit  (bank) mengambil langkah terakhir yaitu kartu kredit akan dibatalkan/dibekukan dan mengadakan pemutusan perjanjian. Dan selanjutnya penerbit akan mengirimkan nama pemegang kartu kredit kepada asosiasi credit Indonesia (AKKI) untuk dimasukkan dalam daftar hitam. Akibatnya bagi pemegang kartu kredit, kredibilitasnya akan buruk dan pemegang kartu kredit akan kesulitan apabila ia akan mengambil kredit di bank-bank lain.

Apabila cara kekeluargaan atau secara intern seperti yang diuraikan di atas tidak berhasil, maka penerbit (bank) dapat mengajukan gugatan bahwa pemegang kartu kredit wanprestasi. Sebenarnya pihak bank telah memberikan jalan keluar untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pembayaran rekening apabila pemegang kartu kredit akan berpergian dalam waktu yang lama.

Dalam penjelasan yang terdapat dalam buku petunjuk kartu kredit, pihak penerbit (bank) memberikan beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam membayar rekening bila pemegang kartu kredit hendak berpergian dalam waktu yang lama yaitu :

i. pemegang kartu kredit dapat memberitahukan kepada anggota keluarganya untuk membayar tagihan rekening.
ii. pemegang kartu kredit  dapat melakukan pembayaran di muka sebelum pemegang kartu kredit berangkat dengan menuliskan nomor kartu yang akan dipergunakan pada saat bepergian.
iii. Melakukan pembayaran sesuai dengan faktur pembelian yang ada pada pemegang kartu kredit.
iv. pemegang kartu kredit  dapat melakukan pembayaran melalui ATM (automatic teller machine) PANIN  Cash yang tersebar di 1000 lokasi di seluruh Indonesia.

2. Upaya yang dilakukan bank dalam menanggulangi penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha

a. Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan pengusaha melakukan pemberian harga yang lebih tinggi pada pemegang kartu kredit adalah :
i. Bank untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pengusaha agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar tersebut.
ii. Apabila perbuatan pemecahan transaksi masih tetap dilakukan oleh pengusaha, maka penerbit (bank) selanjutnya akan memberikan sanksi yaitu penerbit (bank) akan menolak pembayaran tagihan dari transaksi tersebut maupun akan memotong/menagih kembali tagihan yang telah dilunasi, atau dengan kata lain penerbit (bank) dapat melakukan pendebetan kembali rekening pengusaha.
iii. Upaya terakhir yang dilakukan oleh penerbit (bank) adalah pembatalan/pemutusan perjanjian. Pembatalan/pemutusan perjanjian ini dilakukan oleh penerbit (bank) apabila pengusaha masih terus melakukan penyimpangan dari kewajibannya meskipun sudah beberapa kali diberikan peringatan. Hal ini disertai pula seringnya keluhan dari pemegang kartu kredit  atas pelayanan pengusaha dalam melakukan transaksi dengan kartu kredit.

Perjanjian kerjasama dapat diputus oleh penerbit (bank) secara sepihak. Dengan diterimanya surat pemberitahuan pemutusan perjanjian kerjasama, maka pengusaha berkewajiban untuk mengembalikan barang-barang/alat-alat milik bank terhitung tiga hari sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan. Dan selanjutnya penerbit (bank) akan memberitahukan kepada Assosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) agar pengusaha tersebut dimasukkan dalam daftar hitam bagi pengusaha dan akan disebarluaskan kepada semua anggota AKKI. Sebagai akibat pengusaha termasuk dalam daftar hitam yaitu pengusaha tidak dapat menjalin kerja sama lagi dengan bank-bank lain.

b. Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan pengusaha melakukan penggandaan sales draft atau transaksi fiktif adalah :

i. Bank akan memberikan peringatan kepada pengusaha dan disertai dengan pemberian sanksi yaitu akan menolak pembayaran transaksi fiktif jika tagihan transaksi fiktif tersebut belum dibayar oleh penerbit. Jika tagihan transaksi fiktif tersebut sudah terlanjur dilunasi oleh penerbit dan masuk dalam rekening tagihan pemegang kartu kredit yang nama dan nomor kartu kredit nya digunakan dalam transaksi fiktif tersebut, maka penerbit (bank) akan memotong/menagih kembali tagihan yang telah dilunasi oleh penerbit. atau dengan kata lain penerbit (bank) dapat melakukan pendebetan kembali rekening pengusaha. Apabila penggandaan faktur atau transaksi fiktif dilakukan berkali-kali, maka akan dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh penerbit  (bank).
ii. Selain cara pertama, penerbit (bank) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit (Credit Card) dan Masalah-Masalah Yang Timbul 
Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan peredaran kartu kredit dari masalah-masalah yang terjadi belum diatur secara jelas dalam KUH Perdata maupun KUHD. Akan tetapi perlindungan hukum tersebut diberikan oleh bank sejak perjanjian itu dibuat dan mengenai hal ini dapat dilihat dalam syarat umum bagi pemegang kartu dan perjanjian kerjasama antara bank dan pengusaha. Dalam isi perjanjian tersebut lebih memihak kepada bank, karena dalam hal ini bank mempunyai kedudukan yang lemah yaitu dengan tidak adanya jaminan yang berupa barang atau benda.
1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit  dalam hal hilangnya kartu kredit 

Dengan dimilikinya kartu kredit oleh pemegang kartu kredit, maka pemegang kartu kredit memiliki hak melakukan transaksi dengan pengusaha. Dalam penggunaan kartu kredit tidak tertutup kemungkinan kartu kredit tersebut hilang dari penguasaan pemegang kartu kredit dan digunakan oleh orang lain.

pemegang kartu kredit berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis kepada penerbit apabila terjadi kehilangan atau pencurian terhadap kartu dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pengusaha apabila terjadi penundaan pencairan sales draft di luar kesalahan pengusaha.


Penolakan pencairan sales draft dapat menyebabkan kerugian bagi pengusaha karena barang/jasa yang telah diberikan kepada pemegang kartu kredit, akan tetapi pengusaha tidak menerima pembayaran. Dalam perjanjian kerjasama kartu kredit diketahui bahwa penolakan pencairan sales draft akan dilakukan penerbit jika pelaksanaan transaksi antara pengusaha dengan pemegang kartu kredit tidak mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama. Selain itu pengusaha melanggar ketentuan cara penagihan kepada penerbit sebagaimana yang diatur dalam perjanjian.

penerbit akan memeriksa sales draft dalam menilai pelaksanaan transaksi antara pengusaha dengan pemegang kartu kredit, sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pemeriksaan itu meliputi data kartu kredit, photo pemegang kartu kredit, tanda tangan pemegang kartu kredit, nilai barang/jasa, nomor otorisasi serta tanggal transaksi.

Apabila diketemukan ketidakbenaran dalam sales draft atau cara penagihannya, maka penolakan pencairan sales draft akan terjadi dengan alasan kesalahan dari pihak pengusaha. Pengusaha dianggap tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga tidak berhak menuntut pembayaran dari penerbit atas transaksi tersebut. Alasan seperti ini merupakan alasan yang kuat untuk penolakan pencairan sales draft.

Akan tetapi apabila pengusaha telah melakukan semua kewajibannya sesuai dengan ketentuan dengan baik, maka tidak ada alasan bagi penerbit untuk menolak tagihan pengusaha. Jika terjadi penolakan tanpa alasan, berarti penerbit dapat dinyatakan wanprestasi. Kejadian seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh penerbit yang sungguh-sungguh ingin kredibilitasnya diakui masyarakat.

Penolakan pencairan sales draft tidak hanya terjadi akibat kesalahan pengusaha, akan tetapi dapat pula terjadi akibat kesalahan penerbit. Hal ini dikarenakan pihak penerbit terlambat mengirimkan kartu kredit yang termasuk dalam daftar hitam pada pihak pengusaha. Daftar hitam ini dikirimkan secara berkala, untuk kartu visa dan kartu kredit adalah dua minggu sekali. Kartu kredit yang dipakai untuk suatu transaksi tidak diperiksa dengan daftar hitam yang seharusnya berlaku, karena pengusaha belum menerima daftar hitam itu. Oleh sebab itu pengusaha menggunakan daftar hitam sebelumnya, padahal nomor kartu kredit yang diperiksa tidak terdapat dalam daftar hitam yang lama tetapi pada daftar hitam yang baru, sedangkan penerbit berpatokan pada daftar hitam yang baru untuk transaksi tersebut.

Dalam keadaan demikian, pengusaha dapat menyatakan bahwa kesalahan bukan padanya dan kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab penerbit. Kewajiban tersebut dibebankan kepada penerbit sesuai dengan ketentuan pasal 1339 KUH Perdata.

Perlindungan hukum bagi pengusaha sehubungan dengan masalah di atas, pengusaha dapat menyatakan bahwa penerbit wanprestasi karena tidak membayar tagihan atas transaksi yang sah, dimana pengusaha dalam melakukan transaksi tersebut telah melakukan kewajibannya dengan benar. Berdasarkan keadaan seperti diuraikan di atas, maka pengusaha berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penolakan pencairan sales draft. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata.

6. KESIMPULAN

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penyimpangan dalam penggunaan kartu kredit itu dapat dibedakan berdasarkan perilakunya, yaitu :

a. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit;
b. Penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Bahwa upaya bank untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan baik yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit maupun pengusaha, antara lain adalah :

a. Untuk mengatasi penggunaan kartu kredit yang melampaui credit limit yang dilakukan dengan transaksi di bawah floor limit, maka penerbit (bank) untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit agar tidak menggunakan kartu kredit yang melampaui credit limit, meskipun pemegang kartu kredit mempunyai dana yang cukup. Apabila pelanggaran atas credit limit tersebut tetap dilakukan meskipun peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali, maka penerbit (bank) dapat membatalkan kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar hitam dan pemegang kartu kredit berkewajiban melunasi segala kewajibannya yang belum lunas.

b. Untuk mengatasi seringnya pemegang kartu kredit  terlambat dalam membayar tagihan rekeningnya, penerbit (bank) akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit.dengan memberikan denda atas keterlambatan membayar rekening.

c. Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan pengusaha melakukan pemberian harga yang lebih tinggi pada pemegang kartu kredit adalah : Bank untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pengusaha agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar tersebut. Apabila perbuatan pemecahan transaksi masih tetap dilakukan oleh pengusaha, maka penerbit (bank) selanjutnya akan memberikan sanksi. Upaya terakhir yang dilakukan oleh penerbit (bank) adalah pembatalan/pemutusan perjanjian.

d. Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan pengusaha melakukan penggandaan sales draft atau transaksi fiktif adalah : Bank akan memberikan peringatan kepada pengusaha dan disertai dengan pemberian sanksi yaitu akan menolak pembayaran transaksi fiktif jika tagihan transaksi fiktif tersebut belum dibayar oleh penerbit. Jika tagihan transaksi fiktif tersebut sudah terlanjur dilunasi oleh penerbit dan masuk dalam rekening tagihan pemegang kartu kredit yang nama dan nomor kartu kredit nya digunakan dalam transaksi fiktif tersebut, maka penerbit (bank) akan memotong/menagih kembali tagihan yang telah dilunasi oleh penerbit. Apabila penggandaan faktur atau transaksi fiktif dilakukan berkali-kali, maka akan dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh penerbit (bank). Selain cara pertama, penerbit (bank) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

3. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penerbitan kartu kredit antara lain adalah :

a. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam hal hilangnya kartu kredit
b. Dengan dimilikinya kartu kredit oleh pemegang kartu kredit, maka pemegang kartu kredit memiliki hak melakukan transaksi dengan pengusaha. Dalam penggunaan kartu kredit tidak tertutup kemungkinan kartu kredit tersebut hilang dari penguasaan pemegang kartu kredit dan digunakan oleh orang lain. pemegang kartu kredit berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis kepada penerbit apabila terjadi kehilangan atau pencurian terhadap kartu dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat.
c. Bentuk perlindungan hukum bagi pengusaha apabila terjadi penundaan pencairan sales draft di luar kesalahan pengusaha
d. Perlindungan hukum bagi pengusaha sehubungan dengan masalah di atas, pengusaha dapat menyatakan bahwa penerbit wanprestasi karena tidak membayar tagihan atas transaksi yang sah, dimana pengusaha dalam melakukan transaksi tersebut telah melakukan kewajibannya dengan benar. Berdasarkan keadaan tersebut, maka pengusaha berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penolakan pencairan sales draft. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata.
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